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GAMBARAN UMUM
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar
Kabupaten Kampar  dibentuk  berdasarkan  Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956,
kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor  53 Tahun 1999 , maka
Kabupaten Kampar resmi di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu, Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk.
Kabupaten Kampar terletak pada 010.00’ 40“ Lintang Utara, 000 27’ 00 Lintang
selatan dan 1000 28’30” – 1010 14’ 30 “ Bujur Timur dengan Luas wilayah 11.289,28 Km2
atau + 11,62 % dari luas wilayah Propinsi Riau (94.561,60 Km2) beriklim tropis dengan
curah hujan antara 200 – 300 mm/tahun.
Ibu kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak kurang lebih  60
Km dari Kota Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 Kecamatan, yaitu terdiri dari 242 Desa dan 8
Kelurahan.
Adapun 21 Kecamatan tersebut yaitu : Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan
Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri,
Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan
Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan
Bangkinang Barat, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar,
Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Bangkinang,
Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, dan Kecamatan Koto Kampar Hulu
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar adalah 679,285 jiwa dengan pertumbuhan penduduk
tahun 2009 yaitu 3,27 % (Kampar dalam angka tahun 2009).
Kabupaten Kampar mempunyai batas wilayah : Sebelah Timur berbatas dengan
Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Rokan
Hulu dan Propinsi Sumatera barat, Sebelah Utara berbatas dengan Kota Pekanbaru dan
Kabupaten Siak, Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
Kabupaten Kampar dilintasi oleh dua sungai besar yaitu sungai Kampar yang
panjangnya kurang lebih 413,5 Km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar 143 m. Pada
bagian hulu sungai ini bercabang dua yaitu sungai kampar kanan dan sungai kampar kiri,
pada bagian hulu sungai kampar kanan terdapat PLTA koto panjang dengan luas genangan
12.000 Ha.  Berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang mampu
mensuplay kebutuhan energi listrik sebesar 114 Kwt.
Selain Sungai Kampar, Kabupaten juga terdapat sungai Tapung Kiri yang panjangnya
kurang lebih 90 Km dan sedalam 8 – 12 m, selain berfungsi sebagai sumber energi, sungai di
Kabupaten kampar juga dimanfaatkan sebagai lahan penghidupan masyarakat.
2.2  Tentang Dispenda Kabupaten Kampar
Pada tanggal 1 januari 1950 ditunjuklah Dt.Wan Abdul rahman sebagai Bupati
Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya
penyerahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Bundar.
Tanggal 6 februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk
penetapan hari kelahiran, hal ini  sesuai ketetapan Gubernur militer Sumatera Tengah NO :
3/DC/STG/SO tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus
rumah tanga sendiri.
Sejak tanggal 6 Februari tersebut Kabupaten kampar resmi memiliki nama, batas-
batas wilayah, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah yang sah dan
kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956, tentang pembentukan
daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.
Secara yuridis dan sesuai penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat
dikeluarkannya ketetapan Gubernur militer Sumatera Tengah No: 3/DC/STG/SO tanggal 6
Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kampar No: 02 Tahun 1999 tentang Hari jadi Daerah Tinhgkat II Kampar dan
disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No: KPTS.60/11/1999 tanggal 4
Februari 1999 serta diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten TK II Kampar tahun
1999 No: 01 tanggal 5 Februari 1999.
Dalam Perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi
masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Kampar
dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan
Kabupaten Rokan Hulu.
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kampar terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan dan Data
3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah membawahi :
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
2) Seksi Perhitungan, Penetapan dan Pemungutan
3) Seksi Penagihan
4. Bidang Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan membawahi :
1) Seksi Pembukuan PAD
2) Seksi Pembukuan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain
3) Seksi Verifikasi dan Pelaporan
5. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan membawahi :
1) Seksi Dana Perimbangan
2) Seksi Penerimaan Lain-lain
3) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2008
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN DATA
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BIDANG
PERIMBANGAN
DAN LAIN – LAIN
PENDAPATAN
BIDANG
PEMBUKUAN
VERIFIKASI DAN
PELAPORAN
BIDANG
PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
SEKSI
PENDAFTARAN
DAN
PENDAPATAN
SEKSI
PERHITUNGAN
PENETAPAN DAN
PEMUNGUTAN
SEKSI
PENAGIHAN
SEKSI
PEMBUKUAN
PAD
SEKSI
PENERIMAAN
LAIN - LAIN
SEKSI DANA
PERIMBANGAN
SEKSI
VERIFIKASI DAN
PELAPORAN
SEKSI
PEMBUKUAN
DANA
PERIMBANGAN
SEKSI PAJAK
BUMI DAN
BANGUNAN
UPTD
2.4 Visi dan Misi
a. Visi
Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah yang optimal dan proposional.
Pernyataan Visi diatas memuat kata-kata utama, yaitu peningkatan penerimaan
pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan daerah yang proposional.
Kapasitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatan
daerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang
optimal dan mampu mengelolanya secara proposional.
Terwujudnya Visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan bagi setiap
personil Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kampar , Visi tersebut merupakan arah
yang hendak dicapai untuk masa yang jauh kedepan.  Namun visi tersebut masih bersifat
abstrak Penetapan mengenai alasan keberadaan dan tugas pokok serta fungsi organisasi
dinyatakan dalam misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
b. Misi
Untuk merealisasikan visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar,
diperlukan misi organisasi yang harus dipahami oleh seluruh stakeholders sebagai
berikut :
a. Misi Pertama
Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur
yang berkualitas
b. Misi Kedua
Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.
2.5 Uraian Tugas
a. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam menyelenggarakan tugas dibidang Pendapatan Daerah, di dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 Peraturan Bupati
Kampar Nomor : 35 Tahun  2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan
Dinas-dinas Kabupaten Kampar, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai Fungsi  sebagai
berikut :
1. Melakukan penyusunan Pendapatan Daerah
2. Menyusun kebijakan teknis terhadap wajib Pajak dan Retribusi Daerah
3. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
bidang tugasnya
4. Melakukan pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
5. Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dibidang pendapatan Daerah.
a. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
meyelenggarakan Kegiatan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Data serta keuangan
dilingkungan Dinas.
Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
2. Memberikan petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan
membuat laporan pelaksanaan tugas
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atas sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
5. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian
sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas
dibidang Umum dan Kepegawaian.
Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar dan tertib
3. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian
4. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai  hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
c. Sub Bagian Perencanaan dan Data
Sub Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam hal melaksanakan tugas menyusun rencana dan data, uraian tugas dimaksud adalah
sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan evaluasi penyiapan serta
penyajian data dinas;
2. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek pembangunan
3. Menyiapkan kebijaksanaan teknis di masing-masing bidang dan institute kepala
bidang terkait
4. Menyusun dokumen program kegiatan pada anggaran pendapatan belanja daerah
perubahan (APBDP)
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya
d. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pekerjaan dan
kegiatan administrasi keuangan dinas, uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan
2. Melaksanakan Pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akuntansi
SKPD, serta membuat jurnal
3. Melakukan wajib pungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
4. Menyusun laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi anggaran SKPD
5. Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)
e. Bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diduduki oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Kampar dalam bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Adapun tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Memberi petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Mempersiapkan bahan koordinasi perumusan rencana dan program tahunan
pemeriksaan, penetapan dan pemungutan, bagi hasil, penagihan dan pembukaan
objek dan subjek pendapatan daerah
3. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
penilaian DP-3 bawahan
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
f. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan
Seksi Pendaptaran dan Pendapatan dalam membantu Kepala Bidang Penderimaan
Pendapatan Asli Daerah dibebani tugas pokok sebagai berikut :
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Member petunjuk, membagi tugas  dan bimbingan bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib
3. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
4. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
DP3 bawahan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
g. Seksi Perhitungan Penetapan dan Pengumutan
Seksi Perhitungan dan Pemungutan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Member petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar dan tertib
3. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah cicapai sebagai pertanggung jawab
pelaksanaan tugas
4. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
penilaian DP3 bawahan
h. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan di dalam membantu Kepala Bidang Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah dibebani tugas pokok sebagai berikut :
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai  disposisi atasan
2. Mempersiapkan bahan operasional, pengkajian, demonstrasi dan bimbingan bidang
penagihan
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan bidang penagihan
4. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertangung jawaban
pelaksanaan tugas
5. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
penilaian DP3 bawahan
i. Bidang Pembukuan Verifikasi dan Pelaporan
Bidang Pembukuan Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
Melaksanakan Tugas di bidang Pembukuan Verifikasi dan Pelaporan, uraian tugas
dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Mendisposisikan surat kepada bawahan
3. Membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan dibidang tugasnya
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Bidang Pembukuan
Verifikasi dan Pelaporan
5. Mempersiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintan
Kabupaten Kampar dibidang Pembukuan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan
Lain-lain serta Verifikasi dan Pelaporan
6. Mempersiapkan bahan kordinasi perumusan rencana dan program tahunan
Pembukuan PAD, Pembukuan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain,
Verifikasi dan Pelaporan
7. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
8. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilain sebagah bahan
penilaian DP3 bawahan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
j. Seksi Pembukuan PAD
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan dengan lancar dan tertip
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencabakan kegiatan
pelaksanaan tugas
4. Mempersiapkan bahan operasional, pengkajian, demontrasi dan bimbingan
pembukuan PAD
5. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
6. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
penilaian DP-3 bawahan
k. seksi Pembukuan Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencabakan kegiatan
pelaksanaan tugas
3. Mempersiapkan bahan operasional, pengkajian, demontrasi dan bimbingan
pembukuan PAD
4. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan
l. seksi Verifikasi dan Pelaporan
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencabakan kegiatan
pelaksanaan tugas
3. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Verifikasi dan Pelaporan
4. Menginventarisasikan, mengindentifikasikan, pembinaan di bidang Verifikasi dan
Pelaporan
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan Bidang Verifikasi dan Pelaporan
6. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan
m. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Bidang Perimbangan dan lain-lain Pendapatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, uraian tugas dimaksud
adalah sebagai berikut :
1. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Mempersiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintan
Kabupaten Kampar dibidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
3. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
4. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilain sebagah bahan
penilaian DP3 bawahan
n.  Seksi Dana Perimbangan
Mempunyai Tugas Pokok sebagai Berikut :
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan
pelaksanaan tugas
3. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
4. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
pertimbangan didalam penilaian DP-3 bawahan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
o.  Seksi Penerimaan Lain-lain
Mempunyai Tugas Pokok sebagai Berikut :
a. Seksi Pembukuan PAD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang
Penerimaan lain-lain
b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah :
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan
pelaksanaan tugas
3. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Bidang Penerimaan lain-lain
4. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
p. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
2. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan
pelaksanaan tugas
3. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Bidang Pajak Bumi dan
Bangunan
4. Menginventarisasikan, mengindentifikasikan, pembinaan di Bidang Pajak Bumi dan
Bangunan
5. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Bidang Pajak Bumi dan
Bangunan
6. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
7. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
penilaian DP-3 bawahan
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
